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Mengingat

BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : /2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kaur Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

Iz

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ©6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717},

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara(lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sehagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan
Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1970j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabaupaten
kKaur Tahun 2016 Nomor 236);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Kaur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kaur.

Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau dengan
nama lain adalah Lembaga vang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan berupa uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yvang berhubungan dengan
hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, Pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah
penjabaran dari rencana pembangunan untuk jangkah menengah desa 1
(satu) tahun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk ke rekening kas Desa.
Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rekening kas Desa.
Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang menjadi hak desa yang tidak perlu dikembalikan desa.

Belanja desa semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak akan kembali kedesa.

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/

~atau pengeluaran yvang akan diterima kembali,baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
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Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut
PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan
Keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKAD
adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa
berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan
PKPKD.,

Sekretaris desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator
PPKD.

Kepala urusan yang selanjutnya disebut kaur adalah perangkat desa yang
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas
PPKD

Kepala seksi yang selanjutnya disebut kasi adalah perangkat desa yang
herkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan
desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam
(1)satu rekening pada Bank yang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha
vang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola Aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan
vang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus

Dana Cadangan adalah dana vang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan
belanja desa.

Difisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan
belanja desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih relalisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Dokumen pelaksana anggaran vang selanjutnya disingkat DPA adalah
Dokumen yang memuat rincian setiap rincian, setiap kegiatan, anggaran
vang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdsarkan kegiatan yang telah difetapkandalam APBDesa.



32, Dokumen pelaksana perubahan anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA
adalah Dokumen yang memuat perubahan rincian setiap rincian, setiap
kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam perubahan APBDesa dan atau perubahan penjabaran
APBDesa.

33, Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL
adalah Dokumen yang membuat anggaran dan penarikan dana untuk
kegiatan yang anggarannya berasal dari SILPA dari SILPA tahun anggaran
sebelumnya.

34. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan atau/ jasa.

35. Rencana anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK desa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang
digunakan mengatur penarikan dan dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA  yang telah disahkan oleh
kepala desa.

36. Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen pengajuan untuk mendanai pengadaan barang dan jasa.

37. Aparatur pengawas internal pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah Inspektorat Jendral Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat
Daerah Kabupaten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah
Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 3
Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah :
a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan  pengelolaan
keuangan Desa;
b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa secara tertib,
efektifl, efisien, transparan dan akuntabel; dan
o untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan

potensi Desa.

BAB llI
ASAS UMUM KEUANGAN DESA

Pasal 4

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa
didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan keuangan
Pemerintah dan Bantuan keuangan Pemerintah Daerah.
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Pasal 5

(1)  Pemerintah Desa menyelenggarakan Keuangan Desa berdiri sendiri, terpisah
dengan penyelenggaraan keuangan daerah.

(2) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan suatu sistem yang
terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDesa.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

(1] Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

(2] APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu)
Tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 7

(1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasan Pengelolaan Keuangan Desa
(PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik
desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

APBDesa.

menetapkan PPKD;

menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;

menyetujui RAK Desa; dan
g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagaian kekuasaannya
kepada Perangkat Desa selaku PPKD,;

{(4)  Pelimpahan sebagaian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

I

Bagian Ketiga
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 8

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 Ayat (3) terdiri dari atas :

a. sckretaris Desa;
b. kepala seksi dan Kepala urusan; dan
C: kepala urusan Keuangan.

Pasal 9

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas
sebagai koordinator PPKD.
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(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

,.—-.
]
g

(1)

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan
perubahan APBDesa;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa lentang
APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;

e. mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas
PPKD; dan

f.  mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Sekretaris Desa

mempunyal tugas :

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran
APBDesa.

Pasal 10

Kepala seksi dan Kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran;

Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :

a. kepala urusan Tata Usaha dan Umum; dan

b. kepala urusan Perencanaan.

Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri atas :

a. kepala seksi Pemerintahan;

b. Lkepala seksi Kesejahteraan; dan

c. kepala seksi Pelayanan.

Kepala seksi dan Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyal tugas :

a. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan
barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

f.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
Pembagian tugas Kepala urusan dan Kepala seksi pelaksana kegiatan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan
bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDesa.

Pasal 11

Kepala urusan dan Kepala seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim yang
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan
jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
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(2)

(2)

(3)

(1)

- (2)

(3]

(4)

(1)

2)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri atas :

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggola.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2] yaitu Pelaksana
Kewilayahan;

Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1} diusulkan pada saat
penyusunan RKP Desa;

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Desa.

Pasal 12

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurufl c

melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai

tugas :

a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,
menyetorkan /membayar, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan  penerimaan  pendapatan desa dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa

BAB WV
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Pasal 13

APBDesa terdiri atas :

a. pendapatan Desa;

b. belanja Desa; dan

c. pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek pendapatan.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan
menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja dan
rincian obyek belanja.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan
menurut kelompok, jenis dan obyek pembiayaan.

Pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa diberi Kode Rekening.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 14

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yaitu semua
penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan
tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
kelompok :
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(2)

(3)

(4]

(5)

(2)

(3)

a. pendapatan Asli Desa;
b. transfer; dan
c. pendapatan Lain-Lain.

Pasal 15

Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat
(2) huruf a, terdiri atas jenis :

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan

d. pendapatan asli desa lainya.

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain
bagi hasil Bumdes.

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain Tanah
Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum,
Jaringan Irigasi dan Hasil Aset lainnya sesual dengan kewenangan
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
Pendapatan Asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 16

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 2 | huruf b,

terdiri atas jenis :

a. dana Desa;

b. bagian dari hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;

¢. alokasi Dana Desa;

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
dan

e. bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi dan

Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e,

dapat bersifat umum dan khusus,

Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan

penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30%

(tiga puluh persen).

Pasal 17

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf ¢, terdiri atas jenis :

a.

b.
C.
d

oo (P

penerimaan dari hasil kerja sama Desa;

penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan
penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;

bunga bank; dan

pendapatan lain Desa yang sah.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(4)

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 18

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, yaitu
semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
mendanai penvelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 19

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),
terdiri atas kelompok :

penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

pelaksanaan Pembangunan Desa;

pembinaan Kemasyarakatan Desa;

pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
Rlamﬁkam belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai
dengan huruf d, klasifikasi belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

Pasal 20

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a,
dibagi dalam sub bidang :

a. penyelenggaran belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional
pemerintahan Desa;

sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
pertanahan.

Klamﬁk,dm belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b,
d1bdg1 dalam sub bidang :

pendidikan;

kesehatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang;

kawasan permukiman;

kehutanan dan lingkungan hidup;

perhubungan, komunikasi dan informatika;

energi dan sumber daya mineral; dan

pariwisata.

Klasmkam belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(l] huruf c,
dibagi dalam sub bidang :

a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;

b. kebudayaan dan keagamaan;

¢. kepemudaan dan olaah raga; dan

d. kelembagaan masyarakat.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d,
dibagi dalam sub bidang :

a, kelautan dan perikanan;

(P R0 TP

© o0

TRPe R0 TP

= &



pertanian dan peternakan;

peningkatan kapasitas aparatur Desa;

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

dukungan penanaman modal; dan

g. perdagangan dan perindustrian.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e
dibagi dalam sub bidang :

4. penanggulangan bencana;

b. keadaan darurat; dan

¢. keadaan mendesak.

AR

Pasal 21

Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 terdiri atas :

& n o

(2)

(3)

(3)

(4]

belanja Pegawai;
belanja Barang/Jasa;
belanja Modal; dan
belanja tak terduga.

Pasal 22

Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a,
dianggarkan untuk pengeluaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan
Lain, Pembayaran Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
serta Tunjangan BPD.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada avat (2} pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan
APBDesa.

Pasal 23

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b,
digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan (habis pakai).

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
operasional pemerintah Desa;

pemeliharaan sarana prasarana Desa;

kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/ bimbingan teknis;

aperasional BPD;

insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insennf Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruf e adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam
rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat
Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf [, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan.
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(2)

(3)

(1]

Pasal 24

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf ¢, digunakan
untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau
bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
menambah aset.

Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 25

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Huruf d

merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan

darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat
diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada diluar kendali pemerintah desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadi bencana alam

dan bencana sosial,

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya

kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan

prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan {terganggunya

pelayanan dasar masyarakat.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan

kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami

kedaruratan.

Pasal 26

Kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana Pasal 25 ayat (3)
meliputi :
a. Kriteria bencana alam ;
bencana alam banjir;
bencana alam tanah longsor;
bencana alam kebakaran hutan;
bencana alam gempa bumi;
bencana alam tsunari;
bencana alam kekeringan air;
bencana alam gunung meletus;
bencana alam pemanasan global (global warning);
bencana alam angin topan/angin putting beliung; dan
10. bencana alam badai tropis.
b. Kriteria bencana sosial :
1. kebakaran gedung dan pemukiman;
2. kegagalan teknologi;
3. epidemi dan wabah penyakit; dan
4. konflik sosial.
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(2) Kegiatan penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi :
a. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana adalah :
1. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan.
2. pembuatan atau memperbaharui peta-peta wilayah Desa yang
rawan tanah longsor.
3. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan
permukiman.
pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing.

5. melakukan reboisasi pada hutan yvang ada pada saat ini dalam
keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan
melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka.

6. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki
kemiringan yang vang relatif curam.

7. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan
tanah.

8. membuat dan/atau mengadakan sarana dan prasarana tanda
peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan

9. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika
terjadi bencana tanah longsor.

b. Kegiatan tanggap darurat bencana alam :

1. Keadaan bencana
- pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamat

mandiri; dan

- pelatihan keterampilan pasca bencana.

2. Keadaan darurat
- menyediakan MCK komunal sederhana.

- pelayanan kesehatan.

- menyiapkan lokasi pengungsian
Menyediaan obat-obatan selama di pengungsian.

3. Keadaan mendesak
- memberikan pertolongan pertama.

- penyediaan penampungan sementara (pos pengungsian/
shelter).

- penvediaan dapur umum.

= penyediaan MCK darurat.

- menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk
pengaturan distribusinya.

- menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan,
anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok
rentan lainnya.

— pengamanan lokasi.

- menerima dan menyalurkan bantuan.

Pasal 27
Penggunaan Dana tak terduga dengan cara :

3

a. telah terjadi bencana, Keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala
lokal desa.

b. desa melaksanakan musyawarah desa.

I kepala Desa melakukan pencairan dana tak ferduga melalui Kepala Urusan
Keuangan.
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(2)

(3)

(1)

(2]

dana tak terduga dipergunakan berdasarkan hasil musyawarah desa
sebagaimana pada ayat (2) diatas.
seluruh pengeluaran dana tak terduga dilampiri dengan bulkti- bukti
pengeluaran yang syah.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 28

Pembiavaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c,
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang
bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kelompok :

a. penerimaan Pembiayaan; dan

b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 29

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf a,

mencakup :

a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

b. pencairan Dana Cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan
bangunan.

SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan

penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa

dana kegiatan lanjutan.

SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan

pembiayan yang digunakan untuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari
realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yvang sampai dengan akhir tahun anggaran
belum diselesaikan.

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang

selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud

pada avat (1) huruf ¢ dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan

kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 30

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2]
huruf b, terdiri dari :

a. pembentukan Dana Cadangan; dan

b. penyertaan Modal Desa.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dana tidak
dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
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(3)

(4)

(5}

(6]

(7)

(1)

(2)

(2]

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada avat (3) paling sedikit memuat :
a penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e tahun anggaran pclaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat
bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan
yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan
perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditempatkan pada rekening tersendiri.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan
Kepala Desa.

Pasal 31

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf b
antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa
yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa
atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan
kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran
pembiayaan dalam APBDesa.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2] dalam bentuk tanah
kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.

Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan

ketentuan :

a. bahwa dalam hal penyertaan modal sudah termuat didalam RPJMD dan
RKP Desa;

b. BUMDesa vang telah berbadan hukum atau ditetapkan dengan
Peraturan Desa;

¢c. adanya usulan dari BUM Desa;

d. mendapat persetujuan dari BPD yang dituangkan dalam Peraturan
Desa.

BUMDesa dapat mencairkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa dengan

ketentuan :

a. BumDesa mengajukan rencana kerja/ proposal usaha Kkepada
Pemerintah Desa;

b. Pemerintah Desa memverifikasi rencana kerja/proposal usaha dari
BUMDesa;

c. Pemerintah Desa mentransfer dana penyertaan modal ke Rekening
BUMDesa apabila rencana kerja/proposal usaha dinyatakan layak.
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BAB 1V
PENGELOLAAN
Pasal 33

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

® R TP

(5)

(4)

perencanaan,
pelaksanaan;
penatausahaan;
pelaporan; dan
pertanggungjawaban.

Pasal 34

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
dilakukan dengan Basis Kas

Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan
transaksi pada saat kas diferima dan dikeluarkan dari rekening kas desa
Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan Sistem
informasi vang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 35

Sistem Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (3) adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Dalam pelaksanaan APBDes Desa wajib menggunakan aplikasi Siskeudes.
Penggunaan Aplikasi Siskeudes sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a. penyusunan APBDes;

b. penatausahaan;

c. pertanggungjawaban; dan

d. pelaporan.

Desa wajib melakukan rekon paling lambat minggu pertama Bulan April,
Juli, Oktober Tahun berjalan dan Desember Tahun berkenaan ke Satgas
Siskeudes Kecamatan.

Bukti rekon kecamatan sebagai salah satu syarat pemberian rekomendasi
pencairan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 36

Sekretaris Desa mengoordinasikan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahun berkenan.

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
Kepada Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa
untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat Bulan Oktober Tahun
berjalan.
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(1)

(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 37

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk
dievaluasi.

Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh} hari kerja sejak
diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku
dengan sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesual
dengan Lketentuan peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan
menjadi Peraturan Desa paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran
berjalan.

Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD
melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 38

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Kepala Desa tetap menetapkan
rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, dan
rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi
Peraturan Kepala Desa, Bupati berdasarkan usulan Camat membatalkan
Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dengan menggunakan Pagu tahun sebelumnya sampai
penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan
dan mendapat persetujuan Bupati.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan
kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut
Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa .

Pasal 39

Dalam hal Rancangan APBDesa tidak mendapatkan persetujuan BPD, maka
Camat melakukan mediasi antara Kepala Desa dan BPD untuk
menyelesaikan Rancangan APBDesa paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan.

Apabila setelah dilakukan mediasi tetap tidak ada persetujuan BPD dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka Pemerintah desa hanya dapat melakukan
kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelengaraan
pemerintahan desa dengan menggunakan pagu Tahun sebelumnya.
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(3]

(1)

(1]

(2)

(3)

(4)

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala desa sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

Camat dalam melakukan evaluasi APBDesa sebagaimana Pasal 37 ayat (1)
berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa.

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
surat pengantar;

rancangan peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa;
peraturan Desa mengenai RKPDesa;

peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa;

e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
peraturan Desa mengenai pernyertaan modal, jika tersedia; dan

g.  berita Acara hasil musyawarah Desa.
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Pasal 41

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
Kepala Desa menectapkkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa
tentang APBDesa,

Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan
Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan

Pasal 42

Kepala Desa Menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada

masyarakat melalui media informasi

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. apbdesa;

b. pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
dan

c. alamat pengaduan.

Pasal 43

Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa apabila terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada
Tahun Anggaran berjalan;

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan
Tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenan;

¢. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang,
antar sub bidang, antar kegiatan, dan atar jenis belanja; dan

d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam Tahun Anggaran berjalan.
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(2)
(3)
(4)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

(3)
(6)

(1)

Tata cara dan prosedur pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan
tata cara dan prosedur penetapan APBDesa.
Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan Bupati.
Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKP
Desa.

Pasal 44

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala

Desa tentang Perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan

Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
Tahun Anggaran berjalan;

b. keadaan yvang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar
obiek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan

Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya

disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.

Bagian kedua
Pelaksanaan

Pasal 45

Pelaksanaan pengeluaran keuangan desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa.

Persyaratan membuka Rekening Kas Desa berdasarkan ketentuan dari pihak
perbankan.

Pembukaan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada Bank Bengkulu terdekat.

Rekening Kas Desa sebagaimana pada dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur
Keuangan.

Nomor Rekening Kas Desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.

Dalam hal Kepala Urusan desa menyimpan uang kas dalam bentuk tunai
paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi
kebutuhan operasional Pemerintah Desa.

Pasal 46

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai
tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan
Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APBDesa ditetapkan
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(3)

(1]

(2]

(3)

(4)

(2]

(3)

DPA sehagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

b. rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c. rencana Anggaran Biaya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
merinci lokasi, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan
kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA
kepada Kepala Desa melalui sekertaris desa paling lama 6 (enam) hari kerja
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

Sekrtaris Desa melakukan Verifikasi Rencana DPA paling lama 15 hari kerja
sejak Kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA

Kepala Desa menyetujui rancanagan DPA yang telah diverifikasi oleh
Sekertaris Desa.

Pasal 48

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/ atau
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa yang
menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadinya
perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan Anggaran untuk menyusun rancangan DPPA,

DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan; dan

b. rencana anggaran biaya perubahan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA
kepada Kepala Desa paling lama enam (6) hari kerja setelah penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa.

Pasal 49

Kaur keuangan menyusun rancangan RAK desa berdasarkan DPA yang telah
disetujui Kepala Desa.

Rancangan RAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang
diajukan Kaur Keuangan,

Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi
Sekretaris Desa.
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Pasal 50

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk
mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

(1)

(2)

(2)

(3)

(4]

(5)

(6)

(1)

(2]

Pasal 51

Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memuat semua
pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan
pendapatan lain.
Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti
vang lengkap dan sah.

Pasal 52
Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memuat semua
pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah serta mendapat persetujuan Kepala Desa dan
Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran yang timbul dari penggunaan
bukti tersebut.
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu
kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai
dengan tugasnya.

Pasal 53

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui
Kepala Desa.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diutamakan
melalui swakelola.

Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat
dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk
memperiuas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola,
baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 54

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap
pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam
DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA,
Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran.
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Pasal 55

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan
untuk disimpan dalam kas Desa.

(3] Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Panjar,

(4) Kaur dan Kasi pelaksana  kegiatan anggaran menyampaikan
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada
Sekretaris Desa.

(5)  Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan
pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran,

(6)  Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil
dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 56

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui
penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
{2)  Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. bukti penerimaan barang/jasa ditempat.
(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris
Desa berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.
(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil
verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
(5)  Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang
tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 57

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7
(tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 58

(I) Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB
pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada
Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
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(2)

(3]

Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB vang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan
kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang
dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Kepala Desa melaporkan pengeluaran Anggaran Belanja Tak Terduga kepada
Bupati paling lama 1 (satu) Bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan,

Pasal 50

Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran
Belanja Desa dikenakan pajak sesuali dengan Lketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.

Kaur Keuangan sebagai Wajib Pungut Pajak melakukan Pemotongan Pajak
terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pemotongan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pengeluaran Kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Arus kas masuk dan kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dari
mekanisme pembiayaan dianggarkan dalam APBDesa.

(4)

(3)

(6)

Pasal 61

Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaiman

dimaksud dalam pasal 29 huruf a digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila rcalisasi pendapatan lebih kecil
daripada realisasi belanja; dan

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayvat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan

penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja

tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang

telah ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

SILPA vang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau

lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada

tahun anggaran berikutnya.

Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali

rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai

kegiatan yvang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b.

Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan

rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu

menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun

anggaran berjalan,

Selretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang

akan disahkan dalam DPAL,
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(7]

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

DPAL vang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum
selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 62

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
huruf b, dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf a, dicatatkan dalam Catatan atas laporan keuangan.
Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas desa.
Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada avyat (1) dilarang
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yvang telah
ditetapkan dalam peraturan desa mengenai dana cadangan.

Program dan kegiatan vyang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa
sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan
telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

Pasal 63

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dicatat
pada pengeluaran pembiayaan.

Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 64

Penatausahaan dilakukan oleh Kepala urusan keuangan sebagai pelaksana
fungsi kebendaharaan.

Kepala urusan keuangan Desa wajib melakukan pencatatan setiap
peneriman dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup
buku setiap akhir bulan.

Pasal 65

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembentu kas umum yvang terdiri atas
a. buku pembentu bank;

b. buku pembentu pajak; dan

c. buku pembentu panjar.

Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa
Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran
pajak

Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.
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(1)

(2]

(3)

(2)

(3)

Pasal 66

Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang
telah disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh
Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui
penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh kaur keuangan langsung kepada
penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana
kegiatan Anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai dilakauakan secara
langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran dan kuitansi
penerimaan,

Kwitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani
oleh Kaur Keuangan.

Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani
oleh penerima dana.

Kepala Urusan Keuangan wajib menyimpan dan mengarsipkan seluruh
dokumen secara rapi.

Pasal 67

Buku kas umum yang ditutup setiap Akhir Bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (2) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris
Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Sekertaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sekertaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala desa
untuk disetujui.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 68

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati
melalul Camat.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan

b. laporan realisasi kegiatan.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat pada minggu
kedua bulan Juli tahun berjalan,
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(1)

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 69

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa
kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasa ayat (2) disertai dengan :
a. laporan keuangan, terdiri atas :
1. laporan realisasi APBDesa; dan
2. laporan atas laporan keuangan.
b. laporan realisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang
masuk ke Desa.

Pasal 70

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
— merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun
Anggaran,

(1)

(2]

(3)

Pasal 71

Kepala Desa  menginformasikan laporan realiasi dan laporan
pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 dan dalam Pasal 70 kepada masyarakat secara tertulis dan
dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan
pengumuman dan media informasi lainnya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
laporan realisasi APBDesa;

laporan realisasi kegiatan;

kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

sisa anggaran; dan

alamat pengaduan.

®pogop

Pasal 72

Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APBDesa, panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa, Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, DPA, DPPA, RAK
Desa, Buku bantu kegiatan, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
anggaran, SPP, Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, DPAL,
peraturan desa tentang Perubahan APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang
Perubahan Penjabaran APBDesa, Buku Kas Umum, Buku Bantu Kas Umum,
Kwitansi, Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama dan Laporan
pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa melalui
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat yang dikoordinasikan
dengan APIP Kabupaten Kaur.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 75

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kaur Nomor
114 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kaur Tahun 2018 Nomor 679) dicabut dan dinyatakan tidak berlakuy.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.,

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 2 Eehryard 2020

%BUPATI KAUR, i
== 7

1 GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan

NANDAR MUNADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020 NOMOR - iy



Lampiran Peraturan Bupati Kaur

Nomor . j2 Tahun 2020
Tanggal T8 ?_"-’_"gf; 2020
PENGELOLAAN KEUANGAR DESA

A, Format Kode Rekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Keglatan

Kode

Rekenin

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

1

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan
yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan
Desa yang mencakup:

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)

01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

02

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

03

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

[SRCR ST Y [ —

[Ry TRy TR -

04

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan
PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dil)

05

Penyediaan Tunjangan BPD

Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum),
petlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,
listrik/telpon, dll)

07

Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW

90

99

Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Operasional Pemerintahan Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

il R N

01

Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

et B =t

Il 52

02

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**

s




=

1.2, Transfer

a Semula 1 T SO,
b. Bertambah/ (berkurang) 1 T - PO
Jumlah pendapatan transfer setelah

Perubahan B s

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula L1 1 R
b. Bertaunbah / (berkurang) B s
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah

setelah perubahan Rpooiviecnians

Jumlah Pendapatan setelah perubahan  Rpo.o....oe.

2. Belanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Semula B esiaruiasis
k. Bertambah/ (berkurang) |
Jumlah setelah perubshan Rp.......ccceveeee.
2.2. Bidang Pembangunan
b. Bertambah/ (berkurang) Bty
Jumlah setelah perubahan Rp.o......ooa.
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a Semula
b. Bertambah / (berkurang)
Jumlah setelah perubahan
2.4, Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a Semula Rp

b. Bertambah / (berkurang) R o

Jumlah setelah perubahan  Rp.....o.
2.5, Bidang Penangsulangan Bencana,
Keadaan Daruraf, dan Mendesak Desa

a. Semula [ 5 T,

b. Bertambah/ (berkurang) Rp.................
Jumlah setelah perubahan  Ep..................

Jumlah Belanja setelah perubahan LT T PP L
Surphas/ (Defisit) setelah perubahan E .4 R

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a Semula 5 o T
b. Bertambah/ (berkurang) | 24 S
Jumlah setelah perubahan B

3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula 4 SR
b. Bertambsh/ (berkuirang) Rp: i s
Jumlah setelah perubahan B e icearansine

Selisih Pembiayaan setelah perubahan |54 s OO

Pasal 2

Uragian lebih  lanjut  Penjabsran Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

tak



Lembar Evaluaz!i APE Desa
Kabupaten/Kota
Kecamatan

Desa

Perdes tentang APB Desa/ Rancangan
Perdes tentang Perubaham APB Desa

BPFD Pembahasan dan
Penyepakatan Perdes tentang APB
Desa/Perubahan APB Desa

Kesesualan
Aspek/ Komponen Periksa Alat Verifikasi Keterangan
Nao. Ya | Tidak

Aspek Administrasi dan Legalitas

1.1 JApakah semua dokumen evaluasi telah
diterima dari Desa secara lengkap

1.2 |Apakah pengajuan Rancangan Perdes Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan aturan, 3 hari setelah
tentang APB Desa atau Rancangan Perdes BFD Pembahasan dan disepakati bersama. Perdes
tentang Perubaham APB Desa dilakukan Penyepalkatan Perdes tentang APB | tentang APB Desa/ Perdes tenta ng
tepat waktu Desa/Perubahan APB Desa (lihat | Perubahan APB Desa harus

tanggal keputusan) diajukan kepada Bupati/Walikota
atau camat untuk dievaluasi
1.3 |Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan Permendagri

mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administras| dan Legalitas:




Aspek Kebijakan dan sStrukiur APB Desa/ Peru

bahan APB Desa

Umum

Apakah Rancangan Perdes tentang
APBDes/Perubahan APB Desa disusun
berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan
tahun berkenaan

RKP Desa atau RKP Perubahan
taliun berkenaan

2. 1.2

Apakah penempatan pos Pendapatan telah
sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan

Pendapatan

Apakah estimasi pendapatan rasional dan
realistis

Apakah estimasi pendapatan Desa yvang
bersumber dari Pendapatan Asli Desa
rasional dan realistis, serta didapatkan
secara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa

2,23

Perdes terkait PADesa (misal
Perdes tentang Pungutan, dll)

Apakah estimasi pendapatan Desa yang
bersumber darl Dana Transfer rasional dan
realistis

Belanja

23,1

Apakah penempatan pos Belanja telah
sesuni dengan peraturan Perundang-
undangan

[2.3.2

Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai
dengan Kewenangan Desa

2.3.3

Perbup/Perwal tentang Daftar
Inventaris Kewenangan Desa

Apakah ada program/ kegiatan yang
dilaleulkan lebih dari 1 (sata) tahun anggaran
multvears)

2,34

Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam
APB Desa paling banyak 30% dipergunakan
untuks

1, siltap dan tunjangan Kades dan perangkat

—F )




Desa

2, operasional pemerintahan Desa;
4. tunjangan dan opemsional BPD
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga,

[2.3.5

Siltap, tunjangan dan operasional untulk
Kepala Desa dan Perangkat Desa sesual yang
ditetapkan dalam peraturan
Bupati/Walilota,

Peraturan Bupat! tentang ADD
atau Perbup tentang Penetapan
Siltap Kepala Desa dan Perangkat
Desa

2.3.6

Besaran Tunjangan dan Operasional untuk
Anggota BPD, serta insentif RT/RW
dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam
peraturan Bupati/Walikota

Peraturan Bupati tentang ADD
atau Perbup tentang Penetapan
Siltap Kepala Desa dan Perangkat
Desa

12.3.7

Alokasi belanja dengan output vang akan
dihasilkan logis karena telah
memperhitungkan tingkat kemahalan dan

geografis (Standar Harga)

Standar Harga yang ditetapkan
Kabupaten/ Kota

2.4

Fembiavaan

2. 4.1

Apakah penempatan pos Pembiayaan telah
sesual dengan peraturan Perundang-

undangan

(2.9, 2

Apakah ada pos pengeluaman pembiayaan
untuk pembentukan Dana Cadangan

[2.4.3

Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah
ditetapkan dengan Peraturan Desa

Peraturan Desa tentang Dana
Cadangan

Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan
untuk penvertaan modal pada BUMDes

Apakah penyertaan modal pada BUMDes,
telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ditetapkan melalaui
Peraturan Desa dan memenuhi nilaj
kelayakan usaha

Peraturan Desa tentang
Pembentukan BUMDes dan hasil
analisa kelayakan usaha

2. 4.6

Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada
pos penerimaan pemblayaan terdapat SilPA
tahun anggaran sebelumnya

% )




2.7

Poda evaluasi Perubahan APB Desa, apakah
SUPA tahun sebelumnya telanh digunakan

seluruhnva,

Kesimpulan penilaian aspelc Administrasi dan Legalitas:

Evalunei dilakukan tanggal:

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Haail Evaluasi {coret vang tidals seauail):

Untuk disetujul Bupati Nama

Untuk Diperbaild Desa Jabatan




Menimbang :

Mengingat

KEPALA DESA . (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA.. . (Nama Kabupaten / Kota)

PERATURAN DESA. (Nama Desaq)
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

g e
3. .....dan selerusnya;

Dengan Kesepakaiar Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa|
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN

Pasal ]
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....semula
berjumlah deap, b, bertambah/berkurang sejumlah
Rp....... += [ sehingga menjadi WD consuisvas frissnivess | dengan
rincian sebagai berilat:
1. Pendapatan Desa
a. semula - T



b. bertambah/ (berlcurang L S PR ST PR

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp....

2. Belanja Desa
a. semula | 3«
b. bertambah/ (berkurang) Rp...
Jumlah belanja setelah perubahan o s MR
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Bl

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula |23 SRS

b.Bertambah /(berkurang)

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp..ooenao,
3.2. Pengrluaran Pembiayaan

a. Semula Bpc s

b. Bertambah/ (berkurang) : g ¢ R R ol

Selisih Pembiayaan sctelah perubahan(a — b | - -

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal | tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di ........o.o........
pada tanggal oo

KEPALA DESA [Nama Desa)

landa tangan

NAMA
Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ..,



F.2, Format Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAMPIRAN

PERATURAN DESA

NOMOR....... TAHUN

TENTANG

rrrrrrrrrr

PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA..............
Contoh:
SEMULA MENJADI BERTA
KODE REKENING | URAIA | ANGGARA ORALAR ANGGARA %EEE{I SUMBER DANA
N N (Rp. N (Rp.) RANG)
1 2 3 4 5 5] T 2 -
a blelalb
erers 20, 1en
Kepala Desa,
i cvsessspesspasmsnsnmnsymseressses P’

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan

klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening
berdasarkan klasifikasii ekonomi
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian
sebelim perubahan

Kolom 4 : diisi dengan

anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian
setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan

anggaran setelah perubahan

Kolom 7 ; diisi dengan besaran jumlah
anggaran yvang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber

dana

= A




G.1. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan APB Desa.

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA. .. (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA )
TAHUN ANGGARAN ..................... =
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA. .. (Nama Desal,
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa
Nomor....... Tahun ..... tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..., maka
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Eelanja Desa.....(Nama
Desa) Tahun Anggaran ......;
Mengingat ; [—
]
3. .....dan seterusnya;
MEMUTUSKAN: ]
—

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN ..

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
ceSemula berjumlah o — - LT
bertambah /berkurang sejumlah Rp.......,- [..ccivnn.) sehingga
mernjadi Rp.......... s~ [-+reeennn ) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa
a. Semula KRt
b. Bertambah/ (berkurang) RDiiiiieoes

Jumiah PADesa setelah perubahan  Rp..........



Sub Bidang Pertanahan

[y
i

01

Sertifikasi Tanah Kas Desa

[
wn

02

Administrasi Pertanahan (Pendaltaran Tanah, dan Pemberian Registrasi
Agenda Pertanahan)

03

Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

Mediasi Konflik Pertanahan

05

Penyuluhan Pertanahan

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

iy | L i on

07

Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

el el e =l e =

90

(¥ ]

99

lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan
dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara (isik akan tetapi
juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan
pembinaan, bidang ini mencakup:

Sub Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TP /Madrasah Non-Formal Milik
Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/
Sanggar Belajar Milik Desa **

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ/Madrasah
Non-Formal Milik Desa**

Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat
Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
Milik Desa**

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor
Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

o8

lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*

Sub Bidang Kesehatan

—

‘g,_




Penyelenggaraan Pos Keschatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-
obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan
KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas
Lansia, Insentif Kader Posvandu)

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

05

Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

06

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

B B B B bS] B
B | BRI B BI] bo
3| 8| <

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PKD

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/ Polindes/ PKD **

99

lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

01

Pemeliharaan Jalan Desa

02

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

03

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

04

Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

Ba] B b B3] B B2
Lol ] W] w| W] ca

05

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab
Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

8

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

3|07

Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
Milik Desa

08

Pemeliharaan Embung Milik Desa

09

Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

10

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa **

bal b B3] BO
L] Q| Qo o

11

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman/Gang **

(5]

12

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani **

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa
&%

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-
gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**

16

Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs
Bersejarah Milik Desa/Petilasan

==




17

Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

18

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

19

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa *

20

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa =

b B3] B B3] Ba

Wl W) W W W

90

99

lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*

Sub Bidang Kawasan Permukiman

01

Dukungan pelaksanaan program Pembangunan fﬁghah Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) GAKIN {pemetaan, validasi, dll)

02

Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

03

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan
Air Hujan/Sumur Bor, dll)

04

Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

a5

Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dil.,
diluar prasarana jalan)

06

Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

g

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
(Penampungan, Bank Sampah, dll)

S

o3

Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah
Tangga)

09

Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

10

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

RS

11

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dllj**

12

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga (pipanisasi, dll) **

13

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-
gorong, Sclokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **

11

Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum /MCK
umum, dll **

15

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**

16

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
(Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**

17

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik
Desa**

90

lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

3




o

01

Pengelolaan Hutan Milik Desa

4|

02

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

o

03

Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan /Penyadaran tentang Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

o

lain-lain Kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*®

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

01

Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

02

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho
Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dllj

03

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informast
Lokal Desa

99

Tain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika®

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energl
Alternatif tingkat Desa **

90

99

lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*

Sub Bidang Pariwisata

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

02

Pembangunan/ Rehabilitasif Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Milik Desa **

03

Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

90

99

lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata®

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga

kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang
mencakup:

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

01

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,
pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemerintah Desa (Satlinmas desa)




Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan

1103 : : : ;
? Masyarakat (dengan masyarakat/instansl pemerintah daerah, dil) Skala
Lokal Desa =
31|04 | Pelatihan Kggiapsiagaan}'fanggap Bencana Skala Lokal Desa
311105 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
31106 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
311107 | Pelatihan,/ Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan
Pelindungan Masyarakal
311190 | lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
- | Pelindungan Masyarakat*®
99
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
32|01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3 |21 02 [ Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3 [2] 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
32| 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan
Milik Desa **
3 | 2| 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat [Keagamaan Milik Desa **
3 | 2| 90 |lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
99
3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
33| 01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di
tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3 | 3| 02 | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penvadaraan
Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3 13| 03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3 | 3| 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik
Desait
3 |3| 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
dan Olah Raga Milik Desa**
33| 06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3 13| 90 | lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
99
3 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3 01 | Pembinaan Lembaga Adat

== K&




Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

03

Pembinaan PKK

04

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

]| Cal| o] w
Bl pal &l =

90

99

lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang
diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

Sub Bidang Kelantan dan Perikanan

01

Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

02

Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

Sl | ] R
— | =] e

03

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat
Milik Desa**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil
Milik Desa**

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst}

Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan
Darat / Nelayan **

99

lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan®

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengplahan
pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)

Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan
peternakan, kandang, dll)

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dli}

2|04

Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

Pelatihan /Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanian/ Peternakan **

99

lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

01

Peningkatan kapasitas kepala Desa

02

Peningkatan kapasitas perangkat Desa

03

Peningkatan kapasitas BPD

Bl fa & ] B
W | | ) W

90

lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

——
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99

Sub Bidang Pemberdavaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

01

Pelatihan /Penyuluihan Pemberdayaan Perempuan

02

Pelatihan /Penyuluhan Perlindungan Anak

03

Pelatihan dan Pengunatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

&2 2] B & &
Bl w] s ] &

90

99

lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak*

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

5|01

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta
Koperasi

Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan
Non-Pertanian

99

lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

01

Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa {Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

sl & & &
o o] o] o
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lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

01

Pemecliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

02

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **

03

Pengembangan Industri kecil level Desa

L] dal ) =
=J| =1] =J] =1| =~

Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi
produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dil) **

lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK DESA

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak:

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana

—_ 7
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Sub Bidang Keadaan Darurat

Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak.

| ol o
W l b »2

00

Keadaan Mendesalk

= (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)

= (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal :
Pembangunan, atau

Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening

Uraian
ailbile d
4 PENDAFATAN
4 1 1 Pendapatan Astl Deza
411 1 Hasil Usaha
411 1] o1 Bagi Hasil BUMDes
4|1 1| 90- Lain-lain
99
411] 2 Hasil Asct
411 |2 | 0Of Pengelolaan Tanah Kas Desa
4 1 2| 02 Tambatan Perahu
4 1 2103 Pasar Desa
4 1 2| 04 Tempat Pemandian Umum
5 1 2| 03 Jaringan Irigasi Desa
4|1 ]| 2] 08 Pelelangan Tkan Milik Desa
1 1L ]2 |07 Kios Milik Desa
+|11]2]| 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik
Desa
4 |1 2 | 90- Lain-lain
g9
113 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rovong
1 ]3] 01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong
1 3 | 90- Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royeng
99
411 Lain-lain Pendapatan Asli Desa
411 M Hasil Pungutan Desa
4 | 1 5O- Lain-lain
G99
4| 2 Transfer
4 | 2 | Dana Desa
412 1 01 Dana Desa
4|2 |2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah
Kabupaten [ kota
4121210 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah
Kabupaten /kota
41213 Alokasi Dana Desa
1 |23 M Alokasi Dana Desa
4 |2 |4 Bantuan Keuangan Provinsi
1214 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi




4 12 |4 | 9 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APED Pravinsi
99
4 | 2 3 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten [Kota
+ 21501 Bantiian Keuangan APBD Kabupaten/Kota
412 ]3| 96 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD
99 Kabupaten /Kota
4 | 3 Pendapatan Lain-lain
4 |3 1 Penerimaan darl Hasll Kerjasama antar Desa
4 |3 1 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4 | 3] 2 Pencrimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak
Ketiga
4+ 1312 0 Fenerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak
Ketiga
413 ]3 Penerlmaan dari Bantuan Perusahaan vang berlokasi di
Desa
4 13 | 3| 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi
di Desa
41314 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
£ |3 4] 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
b S < Sl | Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
scbelumnya vang mengakibatlcan penerimaan di kas Desa
pada taimin anggaran berjalan
$13]5] D Koreksl kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
sebelumnysa vang mengakibatlkan penerimaan di kas
Desa pada tahun anggaran berfalan
4+ 3 & Bunga Bank
4 | 3 6 | 61 Bunga Bank
4 13 |9 Lain-lain pendapatan Desa yvang sah
4 13 9 | 90- Lain-lain pendapatan Desa yang sah
S0
2 BELANJA
3 1 Belanja Pegawal
G ] 1 Penghagilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5 1 1 | 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa
5l [ 1 | 02 Tunjangan Kepala Desa
=1 1 1 | 90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
99
3 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
w1 2|1 M Penghasilan Tetap Perangkat Desa
3 1 21 02 Tunjangan Perangkat Desa
3 1 2 | 90 Penerimaan Lain Perangkal Desa yang Sah
98
] 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
3 1 3 | 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa
3 1 3 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
11| 3] 03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
11| 3]| o4 Jaminan Ketenagalerjaan Perangkat Desa
3 | 4 Tunjangan BPD
3 1 4 01 Tunjangan Kedudukan BPD
a3 1 4 o2 Tunjangan Kincrja BPD
a9 | 2 Belanja Barang dan Jasa
a |2 1 Belanja Barang Perlengkapan
s|l2]r] m Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
3|2 1 02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
a2 1 | 03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah
Tanppa /Peralatan dan Bahan Kebersihan
12| 1] o4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas /Isi Ukang Tabung

Pemadam Kebalaran




ta

Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja

&n

]

Barang Cetak dan Penpgandaan
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi
{Makan /minum) - Belanja Barang Konsumsi

Belanja Bahan/Material

Belanja Bendera/Umbul-umbul /Spanduk

Bclanja Pakalan Dinas /Scragam/Atribut

|38 =

Belanja Obat-obatan

bl b ba| 2] B

11

Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan

Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian

el caf en] Enf enj g oA
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Belanja Barang Perlengkapan Lainnya

&n

B

Belanja Jasa Honorariom

2
-

Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan
Kegiatan

Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum
Desa/Operator

on

Belanja Jasa Honerarium /Insentif Pelayanan Desa

tn

Belanja Jasa Honorariom
Ahli/Profesi/Konsultan / Narasum ber

2

Belanja Jasa Honorarium Petugas

] en

88|18 %8| 8

Belanja Jasa Honorarium Lainnya

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaien/Kota

Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten {Kota

gl 8 2

Belanja Kursus /Pelatihan

Belanja Jasa Scwa

Belanja Jasa Scwa Bangunan | Gedung/Ruang

Belanja Jasa Sewa Peralatan [ Perlengkapan

Bl b B3] B B3] b L] b2

Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas

tn] en] caj ea] enf en) En] oo &0

o]

| ofuf ofm | e ] G Cof SO Q0

Belanja Jasa Sewa Lainnya

Belanja Operasional Perkantoran

Belanja Jasa Langganan Listrik

Belanja Jasa Langganan Air Bersih

Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar

Belanja Jasa Langganan Telepon

b ba) b3 B3] B3] B

Belanja Jasa Langganan Internet

Belanja Jasa Kurir/Pos [ Giro

Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak

] e ea] o] thl e WAl LA en

ba| ba) b

enf dn| en] &n] el An) enf €ng en

Belanja Operasional Perkantoran Lainnya

Belanja Pemcliharaan

Belanja Pemecliharaan Mesin dan Peralatan Berat

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Belanja Pemeliharaan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Jalan

o] o] ]|

Belanja Pemeliharaan Jembatan

enf cal en) enl €nj La) Lt or

baj b3 s3] b3 3] b3 B3] b2

[= ]

Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran
Sungaif Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah,
Persampahan, dil)

(|

Belanja Pemeliharaan Jartingan dan Instalasi (Listrik,
Telepon, Internet, Komunikasi, dll

(=]

Belanja Pemeliharaan Lainnya




2

Belanja Barang dan Jasa yang Discrahkan kepada
Masyarakat

01

Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke
masvarakat

Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan
bermotor/ Peralatan yang diserahkan ke masyarakat

4]

Belanja Bantuan Bangunan yang discrahkan ke
masyarakat

Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin

B ba

Belanja Bantuan Bibit Tanaman Hewan [ Tikan

Lhl taj e

e

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
Masyarakat Lainnva

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah

Brlanja Modal Pembebasan /Pembelian Tanah

Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah

el en en] enf an

 ba] Caf daf o
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Belanja Modal Penguluran dan Pembuatan Sertifikat
Tanah

(=

Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah

| en

Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

an

Lo ]

-

Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya

Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Beral

Belanja Modal Honor Tim yang Meclaksanakan Kegiatan

b ba) B2

Belanja Modal Peratatan Elelktranik dan Alat Studin

wif eap waf ea) en

| Cof dof G|

%]

Dclanja Modal Peralatan Komputer

L]

Belanja Modal Peralatan Mcbeulair dan Aksesorf
Riiangsn

Belanja Modal Peralatan Dapur

Belanja Modal Peralatan Alat Ukur

Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah

Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan

cil eaj en) ch) &n

Sl Ly Qo) L
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Belanja Modal Peralatan khusus
Pertanian/Perikanan / Petermnakan

e

5]

%]

Belanja Modal Mesin

4]

L]

i)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

<]

]

ha

Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Lainnyn

Belanja Modal Kendaraan

ol

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Keglatan

Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor

Eeclanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermaotor

Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor

Belanja Modal Angkutan Afr Tidak Bermotor

cal enf enj oA
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Bclanja Modal Kendaraan Lainnya

Belanjn Modal Gedung, Bangunan dan Taman

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Modal Bahan Baku

| enjenfin] cn
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Belanja Modal Scwa Peralatan

Belanja Modal Jalan /Prasarana Jalan

]

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

] @

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Modal Bahan Bakm

b ] ]

Belanja Modal Sewa Peralatan

|l €A

o ] ) Lo e o] Co) CafCafia] ca

Ch| &nf e tn) tny &a

Belanja Modal Jembatan




5|3]6] ol Belanja Modal Honer Tim yang Melaksanakan Keglatan
5131602 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

53|66 |03 Belanja Modal Bahan Baku

3316 c4 Beclanja Modal Sewa Peralatan _
5 317 Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/ Alr

Limbah /Persampahan

s 3|7 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatun
T T Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

513 7 03 Belanja Modal Bahan Baku

5137 ]| 4 Belanja Modal Sewa Peralatan

5|38 Belanja Modal Jaringan /Instalasi

sf|3]&]|Mm Belanja Modal Hanor Tim yang Melaksanakan Keglatan
513|802 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

513|804 Belanja Modal Bahan Baku

sla3a]s| o4 Belanja Modal Scwa Peralatan

LA e N - Belanja Modal lainnya

513 19| M Belanja Modal khusus Pendidikan dam Perpustakaan
5|a3]9] oz Belanja Modal khusus Olahraga

53|99 |03 Belanja Modal khusus

Kesenian/ Kebudayaan [ keagamaan

S |39 | o Belanja Modal Tumbuhan /Tanaman

S|3]9] 05 Belanja Modal Hewan

S | 319 |9 Belanja Modal Lainnya

99
514 Belanja Tak
Terduga

3|4 1 Belanja Tak Terduga

ala]1] 01 Belanja Tak Terduga

G PEMBIAYAAN

G 1 Prenerimaan Pembiayaan

6 | 1 1 SILPA Tahun Sebelumya

6|1} 1] ol SILPA Tahun Sebelumnya

61 2 Pencairan Dana Cadangan

6 1 2| o1 Pencalran Dana Cadangan

&6 |1 3 Hasil Penjualan Kckayaan Desa yang Dipisahlkan

[ 1 3| o1 Hasil Penjualan Kckayaan Desa yang Dipisahkan

G 1 9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya

fi 1 a9 | 9n- Penerimaan Pembiayaan Lainnya

99

6 | 2 Pengeluaran Pembiayaan

6 | 2 1 Pembenmikan Dana Cadangan

6 |2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan

¢ | 2 2 Penvertaan Modal Desa

G | 2 2 01 Penyertaan Modal Desa

gl2]9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya

61219 ':'Bg{;— Pengeluaran Pembiayaan lainnya
e
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Format Materl Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/WaliEota tentang
Penyusunan APB Desa

MATERI MUATAN
PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI/ WALl KOTA
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa paling
sedikit memuat:

A,

B.

Qinkronisasi  Kebijakan Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  dengan
kewenangan Desa, RKP Desa, dan kehijakan prioritas penggunaan Dana Desa.

Prinsip Penyusunan APB Desa

Memuat uraian tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam

penyusunan APB Desa, diantaranya adalah: ) ,

1.Sesuai dengan kebutuhan penyclenggaraan pemerintahan di  Desa
berdasarkan bidang dan kewenangannya; .

2. Tepat wakiu, sesuai dengan tahapan dan jadwal vang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan, _

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;

4, Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;

5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tingg
dan peraturan daerah lainnya; dil.

. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam
perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, terkait dengan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kera dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran vyang
diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk
efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja vang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan
yvang direncanakan;

2. Capalan atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan dari setiap kegiatan;

3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati/Wali Kota.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

Menguraikan tentang

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu
dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.



7. Substansi APB Desa _ _
APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-
masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahu__u yang
direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.

a. Pendapatan
Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran
berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan
memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu
dalam pedoman penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang harus
diperhatikan, yang meliputi: 1
(1) Kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari
transfer; dan |
(2) Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya.

b. Belanja

Belanja Desa harus diarahkan digunakan umpk pelaksanaan
pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yailu
kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang
ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pedoman
penyusunan APB Desa secara rincl menguraikan hal-hal yang harus
diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi
belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Pedoman penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan
bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan
dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat
kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar
satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten
sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang
lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang
kuat.

c. Pemhiayaan Desa

Pedoman penvusunan APB Desa harus menguraikan secara rinci hal-hal

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi

pembiayaan, vang meliputi:

{1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SILPA dan pencairan kembali dana
cadangan; dan

{2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan
penganggaran dana cadangan.

3. Caramengisi format APB Desa

a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang
dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa
selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa,

b.Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi.
Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi
ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian
objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam
penjabaran APB Desa.

c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang
dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran
pcmhia}maln vang digunakan untuk memanfaatkan surplus APR Desa
yang masing-masing diuraikan menumt kelompok, jenis, dan objek,

= &



pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan
dalam penjabaran APB Desa.

E. Hal-hal Khusus Lainnva

Menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam

penyusunan APB Desa, diantaranya:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan
melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari
wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan
partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan
pemberdayaan masyarakat setempat.

2. Kebijakan kabupaten/kota.



C.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Menimbang :

Mengingat

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR .., TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud

fa—y

dari pengelolaan keunangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besamnya kemakmuran
masyarakat Desa;,

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

oo termuat dalam  Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... yang disusun
sesual dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian
sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann
pemerintahan dan pembangunan menuju masvarakat vang adil,
makmur, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....;

: 1dar1 scterusnya;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan

KEPALA DESA .., (Nama Desa)



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
dengan perincian sebagai berikeut:

1. Pendapatan Desa
B mmin i
2. Belanja Desa
a, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan Desa
BB cang st
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp.
e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendezak Desa
Ry v vz
Jumiah Belanja
Rp
Surplus /Defisit
Rpoiiiiiiaannnn.
3. Pembiayaan Desa
&, Penerimaan Pembiayaan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan Ep.
Selisih Pembiayaan (a—b )

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1,
tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yvang terdiri dari:

a. Lampiran |
b. Lampiran 11

c. Lampiran [T :

: Laporan Keuangan;
: Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari -

31 Desember Tahun Anggaran....
Daftar program sektoral, program daerah dan
program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
,,,,,, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa 3 o T
2. Belanja Desa B e s e
Surplus/ Defisit L4 L

3. Pembiayaan Desa
a Penerimaan Pembiayaan Rp. .

h Pﬁngﬂwaﬂ PEHIb]ﬂVaHﬂ Mul_l_u_u.u.
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp......

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa’
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada,

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

{1} Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

{2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah  Desa  dapat melakukan  kegiatan
penangsulangan bencana, lkeadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa
tentang perubahan APB Desa,

{4) Kegiatan sebagaimena dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan  tidak dapat diprediksi
sebelumnya,;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. herada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disehabkan oleh



—_—

kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

d. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan;

e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan

[ kegialan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD,

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlakun pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...
....(Nama Desal).
Ditetapkan di ....................
pada tanggal ............ooeonnies
KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



C.2. Format APB Desa

Contoh:

LAMPIRAN

FERATURAN DESA.........
NOMOR.......... TAHUN. ....ooconinen
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

KODE REEENING

ANGGARAN
Rp.

SUMBER
DANA

2

PENDAPATAN

FADesa

Transfer

o | s = S

Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelengparaan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa

01

Eelanja Pegawal

Administras] Kependudukan, Pencatatan Sipll,
Statistik dan Kearsipan

01

Pelayanan administrasi wmum dan
kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Kartu Keluarga, dli)

o1

Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan

B2l b3 B3] -

Pembanguman/Rehabilitasi/ Peningkatan
Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman
Bacaan Desa/Sanggar Belajar

Belanja Modal

o

Penangpulangan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak

Penangpulangan Bencana

Belanja Tak Terduga

Ll o enj o

Ty Y Y

Keadaan Darurat

[#

Belanja Tak Terduga




dst

JUMLAH BELAM.JA

SURPLUS /|DEFISIT)

sl FEMBIAYAAN

o
[

Penerimaan Pembiayaan

& 2 | Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

Keterangang Cara Pengisian

Kolom 1

Kalom 2

Kolom 3

Kolom 4
Kolom 5

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;

b. sub bidang; dan
c. kegiatan

diisi berdasarkan klasifikasi ekonom| terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:
- Bagian pendapatan dilsi:
a. pendapatan; dan
b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
a. Belanja; dan
b. jenis belanja {disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;
b. Kelompok pemblayaan,
diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode
rekening lihat lampiran A Permendagri ini)
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana vang digunakan dalam
kegiatan (kolom 1.c¢) terkait




D.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desg)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang:

Mengingat :

Menetapkan

TAHUN ANGGARAN ......ooooiiiininns
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

bhahwa scbagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
Nomor....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran ...... ;

i
.
i T dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

:  PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
wveees terdird dard:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa
| -4 T
b. Transfer
R ——
e Lain-lain Pendapatan yang sah
Jumlah Pendapatan 135 JRO



5. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bpii;

b. Bidang Pembangunan Rpuiirassidiaisn
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rpuicaniivein
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat B osienasiosivii
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa |4 o PO
Jumlah Belanja B cceiania .
Surplus /(Defisit) -+ ———

6. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a—b) -

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Desa ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini  dengan penempatanmya dalam Berita

Desa ........ (Nama Desa)

Ditetapkan di ..........cocvveevne
KEPALA DESA (Nama Desa)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA .., (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



E;Z. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
sa

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA.........
NOMOR.......... TAHUN......ovianens
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
FEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN. ............

Contoh

KELIMR&TN;DUTHI ="

KODE REKENING URAIAN ARAN
VOLUME | SATUAN | Rp.

SUM
BER
DAN

1 2 3 4 5 5]

PENDAPATAN

PADesa

(=

Hasil nsaha

RS I I ]
Pt

—_

<Obyek
Pendapatan=

Transfer

1 Dana Desa

Pendapatan lain-lain

SN BN N S
e o] taf o

1 Penerimaan dari
Hasil Kerjasama
Antar Desa

41311 |.. [<Obyek
Pendapatan=

dst...

JUMLAH
PENDAPATAN

S BELANJA

1 Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa




Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan
dan Operasional
Pemerintahan Dega

01

Penyediaan
Penghasilan Tetap
dan Tunjangan
Kepala Desa

01

Belanja Pegawal

01

Penghasilan Tetap &
Tunjangan Kepala
Deza

01

<Rincian Obyek
Belanja=

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan
Kearsipan

01

Pelayanan
administrasi umuam
dan kependudukan
{Surat

Pengantar/ Pelayana
n KTP, Kartu
Keluarga, dllj

01

Belanja Barang dan
Jasa

01

Belanja Jasa
Honorarium

<Rincian Obyek
Belanja>

Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Pendidilkan

05

Pembangunan/Reha
bilitasi / Peninglkatan
Sarana Prasarana
Perpustakaan/Tama
n Bacaan
Desa/Sanggar
Belajar

05

o

Belanja Modal

05

Belanja Modal
Gedung dan

Bangunan

05

<Rincian Obyek
Belanja=

Penanggulangan
Bencana, Keadaan

Darurat dan
Mendesal

Penanggnlangan

Bencana




Penanggulangan
Bencana

oo

Belanja Tak Terduga

oo

4 |
S

oo

Belanja Tak Terdupga

i nf en| <n
b

ao

Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS
/(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan
Pembiavaan

SiLPA Tahun
Sebelumnya

SiLPA Tahun
Sebelumnva

S S ] ol
ja—
—

Pengeluaran
Pembiayaan

=3
[
et

Pembentukan Dana
Cadangan

o
]
[ ]

Pembentukan Dana
Cadangan

dst

SELISIH
PEMBIAY AAN

Keterangan Cara Pengisian:
diisi berdasarkan klasifikasi Bidang

Kolom 1

Kolom 2

Kegiatan:
a bidang;

b. sub bidang; dan

c. kegiatan

Kepala Desa,

Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan,

Belanja dan
Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:




Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6
Kolom 7

a. Pendapatan;
b. kelompok pendapatan:
€. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
a. belanja:
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis
kegiatan);
c. obyek belanja; dan
d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. pembiayaan;
b. kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan
U:l:aian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri
i
‘E«;niulme diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume
jumlahj

input pada rincian obyek belanja
(Kolom 2.d)

Satuan diisi dengan satuan output {paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan
{paket, unit)

input pada rincian obyck belanja

Anggaran diisi dengan jumlah anggaran Vang

ditetapkan

Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana vang digunakan dalam kegiatan
(kolom 1.c) terkait



E. Format Panduan Evaluasi Hancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

PANDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

|. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari
pengelolaan keunangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.

2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin
anggaran.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota.

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri
perlu - mengrluarkan Panduan Evaluasi  APB Desa  sebagai  acuan
Bupati/Walikota melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaim:

1. Maksud
Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan,
keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam
membiayal Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa wyang
mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.

2. Tujuan Umum
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati/Walikota
dan/atan Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

. SASARAN EVALUASI
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Dipcroleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan
penelapan Rancangan Peraturan Desa tentang APE Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

2. Diperoleh dala dan informasi vang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Desa dalam kailannya dengan substansi dan materi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUAS]

Ruang linglkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:
1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi



terkait dolumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB

Desa,

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi
penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud:

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi
dengan RPJM Desa dan RKP Desa: dan

4. Aspek substansi anggaran dalam  struktur APB Desa yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUAS]
1. Persiapan Evaliasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan
evaluasi, vaitu;

1)

3)

+

3)

6)

Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten/Kota ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim
Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanazn
Evaluasi APB Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh
Bupati/Walikota.

Tim Evaluasi AFB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, terdird dari:

a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota
b) Sckretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masvarakat

dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota atau
sebutan lainnva

b} Anggnta 1 SKEPD terkait

Berdasarkan  Peraturan  Menteri ini, Bupati/Walikota dapat
mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada
camat atai sebutan lainnya,

Apabhila pelaksanaan evaluasi APB Desa didelegasikan kepada Camat,
selanjutnya  Bupati/Walikota  menerbitkan Surat  Keputusan
Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Evaluasi APR Desa dilampiri
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa.

Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya
Camat membentuk Tim Evaluasi, yaig terdiri dari:

a) Ketua : Camat

b} Sekrelaris ¢ Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

¢ Anggota : Unsur pemerintah  kecamatan dan UPT
Kecamatan terkait

Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memilili
kompetensi sesual bidangnya dari unsur terkait uniuk melalukan
evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan
tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten/Kota.



b. Dokumen Evaluasi
1) Dokumen Utama

a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati
bersama BPD,; dan/atan

b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah
disepakati bersama BPD.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
) Disampaikan oleh Desa
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa funtuk evahiasi

Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil
musyawarah; atau

- Keputusan Musyawarah BPD Pembszhasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa funtuk
evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desal;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RRJM Desa).
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.

- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana
cadangan, Perdes tentang pendirdan BUMDesa, hasil analisa
kelayakan penyertaan modal BUMDes, dii)

b Disiapkan oleh Tim Evaluasi
- Peraturan Bupali/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Peraturan  Bupati/Walikota tentang  Daftar Kewenangan
berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa

- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usul dan lokal berskal desa

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di
Desa

- Peraturan Bupaii/Walikota tentang Dana Desa
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati/Walikota tentang Bagl Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Satuan Harga Kabupaten /Kota
yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa

- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa

- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas,
1} Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai
herikut:
8} Kepatuhan atas kelengkapan penvampaian dokumen evaluasi;
b} Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan
vang akan dievaluasi:
¢} Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan
peraturan yang akan dievalhiasi:
d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan Diesa;



2) Langkah-langkah evaluasi:
a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;

b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran
semua dokumen:

¢ Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen:

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen
dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian
tokuimen;

¢) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d
4

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi
sestial kefentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa
untuk melengkapinya, Waktu pelaksanaan evaliasi dihitung kembali
setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan strukiur APB Desa/perubahan APB Desa.
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

. Hasi] Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim
Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan
Bupati/ Walikota,

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan lemuan analisis
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada
pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang AFB Desa atan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan ARDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE)
tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai;

() evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan

(b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APE Desa,

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau

Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan

kepada

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau
scbutan lainnya: dan

b. Inspektorat Daersh Kabupaten/Kota.



S. Format Laporan

Desa Semester Pe

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
rtama

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh

PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

SEMESTER PERTAMA

...........

KODE REKENING

URAIAN

REALI

ANGGA | sAsSI
RAN ANGG
(Rp) ARAN

(Ep)

SUMBER
DANA

[

3

PENDAPATAN

PADesa

Hasil usaha

<Obyek Pendapatan>

Transfer

Dana Desa

Sl R B0 BN IS N TN

Pendapatan lain-lain

=-d Ka) J OV SN Py R

Penerimaan dari Hasil
Kerjasama Antar Desa

Y

[53]

<Obyek Pendapatan>

dst...

JUMLAH
PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan
Operasional
Pemerintahan Desa

Penyediaan
Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala
Desa

Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap &
Tunjangan Kepala

Desa




01

<Rincian Obyek
Belanja>

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistile dan
Kearsipan

01

Pelayanan administrasi
umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan
KTP, Kartu Keluarga,
dil)

01

Belanja Barang dan
Jasa

01

Belanja Jasa
Honorarium

<Rincian Obyek
Belanja>

Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Pendidikan

05

Pembangunan/Rehabil
itasi/Peningkatan
Sarana Prasarana
Perpustakaan /Taman
Bacaan Desa/Sanggar
Belajar

(o]

03

L]

Belanja Modal

05

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

05

<Rincian Obyek
Belanja>

Penanggulangan
Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak

Penanggulangan
Bencana

00

Fenanggulangan
Bencana

Belanja Tak Terduga

o5

00

00

Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga

&[3]8]8

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / (DEFISIT)

[o)]

PEMBIAYAAN

Penerimaan




Pembiayaan
B ¥ SiLPA Tahun
Sebelumnya
61|11 ]|SiLPA Tahun
Sebelumnya
6|2 Pengeluaran
Pembiayaan
6271 Pembentukan Dana ]
Cadangan
61221 [Pembentukan Dana
Cadangan
dst
SELISIH PEMBIAYAAN
Kepala Desa, ................ .
e L e esn e s )
Cara pengisian:
Kolom ¢ diisi berdasarkan klasifikasi Bidang
1 Kegiatan:
a. bidang;
b. Sub Bidang; dan
c.
kegiatan,
Kolom ¢ diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja
2 dan Pembiayaan:
Bagian pendapatan diisi:
a. Pendapatan;
b. kelompok pendapatan:
¢. jenis pendapatan: dan
d. obyek pendapatan.
Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis
kegiatan);
¢. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan.
Kolom ¢ diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A
3 Permendagri ini)
Kolom : diisi dengan jumlah anggaran yang




T. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
T.1. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB

Desa

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPALA DESA ..... (Nama Desaj

KABUPATEN /KOTA........ (Nama Kabupaten /Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemalanuran
masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...... termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintaban Desa perla dipertanggungjawabkan
pelaksanaanya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetaplan Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran ...

dan seterusnya..;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSEAN:

: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA... ... TAHUN ANGGARAN ...



==

T.2. Format Laporan Keuangan

LAMFIRAN I

PERATURAN DESA
NOMOR .....
TAHUN.....

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1

11

Daftar Isi

|

Laporan Realisasi APBDes

Catatan Atas Laporan Keuangan

A, Informasi Umum

B. Dasar Penyvajian Laporan Keuangan

C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
Relkzonsiliasi SILPA dan Kas

Pendapatan Asli Desa

Dana Desa

Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan Propinsi

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Pendapatan Lain lain

Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa

H# 2 % L 0~ A s W k=

BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan
Mendesak Desa

Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi
Pembiayaan

% & d &

MM MM Mo oM M oM M X oM oMW OH oK WM

]



T.2.a Format Laporan Realisas: APB Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
TAHUN ANGGARAN 20x1
; (Lebahl/
Rel g ‘Tl
PENDAPATAN
Pendapatan Ash Desa c2 oOUNE OO beed
Pendapatan Transfer
Dana Desa ci IXOX OO o
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Dasrah c4 OO oo X
Alokasi Dana Desa cs OOUXKK o0 ox
Bantuan Keuangan Propins: cs pacdoo QU -0 &0 o
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota c7 TEOX  oxIx o0
Pendapatan Lain lain cs DO ooOX o0
JUMLAH PENDAPATAN 10O X00X X
BELANJA
Bidang Penyelenggarann pemenintah Desa C9danC15 XOLXOOL  J00KI00 X
Budang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10 dan C15 XOLOOE 000X xce
Budang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.iidanC15 WOLRRE  DOKIGRK XX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12danC15 oI ooox xox
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat .13 dan C15 pocd .o SR . 8- o
dan Mendesak Desa
JUMLAH BELANJA  C.14 IOXO  XOXX X0
SURPLUS/{DEFISIT) X000 00X XX
FEMBIAYAAN C.15
Penenmaan Pembiayaan oo oaEXx o
Pengeluaran Pembiayaan DOLXNX 0L X
PEMBIRYAAN NETTO 8.9, 0 QD 0.9 ¢ ¢ ¢ XX
SILPA TAHUN BERJALAN X0 X 0X

= &



T.2.b. Format Catatan Atas Laporan
Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1

A. Informasi Umum
Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ.
Sesuai dengan Keputusan Bupati No. ... TaBERRL oicsemmmtmiing ’
saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa ABC terdiri dari:
1. Kepala Desa : X2XXX
2. Sekretaris Desa : YYYYY
3. Bendahara Desa : ZZZZZ
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di ......ococieivinmecenn, Desa ABC,
Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas
dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di
Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat
definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x1 HXX

Mutasi Potongan Pajak
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak vg belum

disetor ke Kas Negara KEX
Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran
berjalan XX
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun
angearan berjalan POy
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas
Negara P00 4
Saldo Kas per 31 Desember 20x1 HAEXXK

2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Anggaran Realisasi (Lebih) /
kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
a. Hasil Usaha KK 0K RN XXX HXX
b. Hasil Azet X000 XK AN XXX XXX
c. Swadaya, partisipasi, dan
Gotong Rovong WX MK MK XXX XX
d. Lain-lain PADes vang sah EXN_ XXX MMM KX ENH
X0 XX R KRN XXX




()

Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah
penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut;

Anggaran Realisasi ﬂﬁl:::;l;
Tahap 1 MK IO 200K HNX J
Tahap 2 XXX XHX MOXXRX XXX
XXE.XKX 306K XXX XXX

Bagian dari hasil pajak dan
Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi
Daerah adalah sebagai beikut;

B Lebih
Anggaran Realisasi llm.ra:jé
Tahap I X300, KKK XXX XXX XNX
Tahap 2 K00 XXX XX KXX XXX
KR XX XK. XXX XXX
NXX.XKX KK XXX MK

Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai
beikut:

Anggaran Realisasi {ehin)/

kurang
Tahap 1 IO KKK OO RKX XXX
Tahap 2 XX XXX HOK KKK EXX
......... XXN. XXX K. XXX XXX
. NOEX XXX XXX MEX

Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ...
adalah sebagai beikut:

Anggaran Realizasi i

kurang
XK KKK KK NKK EXX
000K XXX.XXX XXX
XK. KKK XK. XAX XXX

Bantuan Keuangan

Kabupaten /kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
veennsss adalah sebagai beikut:

Anggaran Realisasi gy

kurang
KXK. XXX XK 300K XXX
XXK. XXX AKX XXX XXX
00300 FOOL KKK XXX

Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:



10.

11.

12

(Lebih)/

Anggaran Fealizasi kurang

Penerimaan dari hasil kerjas
antar Desg ' AR i Rxx
Penerimaan dari hasit kerjasama
Desa dengan pihak ketiga 00 NN XNN KKK XXX
Penerimaan dari bantuan
Perusahaan vang berlokasi dj
Desa HIOX. 200X HEXR. XXX XXX
Hibah dan sumbangan dari pihak
ketiga KR MK XX XXX XX
Koreksi kesalahan belanja tahun-
tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di
kas Desg HARLXXX 200K, NXX HEX
Bunga bank b oo dh'a’s. 3 MR 36K XXX
Lain-lain pendapatan vang sah XN XXX HEX. XXX XXX

X000 X% pia0,9. ¢ b1y XXX

Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

gt poms (Lebih) /
Anggaran Realisasi nrang
Belanja Pegawai K. XX MRX XXX Xxx
Belanja Barang dan Jasa HXK. KX b e dhe sd XXX
Belanja Modal XX XRX 0N XXX EXX
KX XKX XK. KK, XXX
Belanja - Bidang Pembangunan
Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:
o (Lebih) /
Anggaran Realisasi kurang
Belanja Barang dan Jasa XX KKK N XK KXx
Belanja Modal OO N 00 XHX XXX
XX XRX K. NXK XA

Belanja - Bidang Pembinaan
Kemasyaratan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

it oo (Lebih)/

Anggaran Realisasi ] =
Belanja Barang dan Jasa MO KK XX XXX X
Belanja Modal XX KKX OO XK XAX
X KKK XXX KKK XXX

Belanja - Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:



13.

14.

Anggaran Realisasi [Leh:;j;
Belanja Barang dan Jasa XXX 0K XXX XXX XXX
Belanja Moda) XXX 00 XXX xxx

Selama  tahun anggaran  20x], Pemerintahan Desa melakukan
Penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikyt

g kurang
................ XXX XX KX KX xXxx
OO0 XX XXX XXX Xxx
OR300y XXX XXX XXX

Belanja Desa dalam klasifikasj
ekonomi

Jumilah belanja dalam klasifikasi ekm@ﬂi adalah sebagaj berikaat

Anggaran Realisasi {Lebih)/

EL kurang
Belanja Pegawaj - - e
Penghasilan Tetap dan
jangan Kepala Desa XXX XXX OO XXX XXX
Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Perangkat Desa XK. XXX 3000 XK XXx
Jaminan Kesehatan Kepala
Desa dan Perangkat Desa XXX XNx XXX XXX XXX
Tunjangan Bpp — XXX XXX xmx.xxx XXX
XXX XXX KL XX XXX

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Baran g Perlengkapan

Kantor XX XXX XXX XXX XXX
Belanja Jasa Honorarium XXX. 300w ERX.Xox Xx¥
Belanja Operasional Aparatur

Desa XXX XHX XEX. XXX XXX
Belanja Jasa Sewa XXX . XXX XX KX XXX
Belanja Operasional

Perkantoran XXX X%x XXX 30wy XEX
Belanja Pemeliharaan XEN. XXX MK XXX XXX
Belanja Barang dan Jasa vVang Diserahkan

kepada
Masyarakat XXX XXX XHN. XXX XXX

XXX XXX X, KX XXX

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan

Tanah XMX XXX XXX MO0 HEX
Belanja Modal Peralatan,

Mesin, dan Alat Berat XK. KKK KA KKK XXX
Belanja Modal Kendaraan XK. 200K XXX, XXX XXX
Belanja Modal Gedung dan - o ~

Bangunan i

: XXM.XXX Hxx
Belanja Modal Jalan HAO0 RN



15.

S T—

Belanja Modal Jembatan

il S

XXX XXX

KX xxx XXX
Belanja Moda]
Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase MO0E. XK % 300K, XXX XXX
Belanja Modal
Ja.rmganflnstalasi EXK_ KX bos & XXX
Belanja Modaj lainnya XXX Xnx XXX XXX XXX
3OO0 XXX XHX 0% XXX
Belanja Desa dalam klasifikas; B T = o
Bidang (Fungsi) =
Anggaran Realisagi (Lebih)/
kurang
Bidang Penyelenggaraan - T e
Pemerintahan Desg
Sub Bidang Pen}re}enggaraa.n bod o ey XX NN
Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa
Sub Bidang Sarang dan XXX Xxx% EXX . RXX Xxx
Prasarang Pemerintahan Desa
Sub Bidang Administrasj XK KKK 3N KK XXX
Kependudukan, Pencatatan Bipil,
Statistik dan Kearsipan
Sub Bidang Tata Praja XXX XXX 3% XXX
Pemerintﬂhan, Perencanamh
Keuangan dan Pelaporan
Sub Bidang Pertanahan DMXEX  xxx.xxx XXX
B R y—— _ xxx
Bidang Pembangunan Desg
Sub Bidang Pendidikan HEX. 300 XXX XXX XXX
Sub Bidang Kesehatan XM XX XNH. KKK XXx
Sub Bidang Pekerjaan Umum XXR. XXX HEK. X0 XXX
dan Penataan Ruang
Sub Bidang Kawasan XK. XX XRX XXX XXX
Permukiman
Sub Bidang Kehutanan dan KK KKX 300K X0, Xxx
Lingkungan Hidup
Sub Bidang Perhubungan, XXX 300 % XXX.200x X%
Komunikasi, dan Infoermatika
Sub Bidang Energi dan XN XXX XX KXX XxXx
Sumber Daya Mineral
Sub Bidang Pariwisata XXX XXX XXX XXX Xxx
XK XK XHE. XXX XXX
Bidang Pembinaan Kemasyaratan
Desa
Sub Bidang Ketenteraman, XK. KKK XXX XXX xxx
Ketertiban Umum, dan
lindun Masvarakat
o Héui} g?;ang Kebudayaan dan XK XXX PRI, T
Sub Bidang Kepemudaan dan e RS v
mahsiﬁggidang Kelembagaan B T o

Masvaralkat



16.

LT

0L XXx XXX XXX XXX
Belanja - Bidang Pemberdayaan o -
Masyarakat Desg
Sub Bidang Kelautan dap XXX XX RO % XXX
Perikanan
Sub Bidang Pertanian dan XK. XXX MR XXX xxx
Peternakan
Sub Bidan & Peningkatan KR XX a0 s XXX
Kapasitas Aparatur Desa
Sub Bidang Pemberdavaan be el XX XXN XXX
Perempuan, Perfindtmgan Anak
dan Keluar
Sub Bidang Koperasi, Usaha XO0TE. KRN RN NNx XXX
Mikro Keeil dan Menengah
UMKM)
Sub Bidang Dukungan XXX MK XXX XMx
Penanaman Moda)
Sub Bidang Pﬂrd&gangan dan KM XNK XNX . XMK XXX
Perindustrian s
X xxx XNEXK XXX
Belanja - Bidang Pcnangulangan o -
Bencang, Keadaan Darurat dan
Mendesalk Desa
Sub Bidang Penanggulangan XX HHK. XXX XXX
Bencana
Sub Bidang Keadaan Darurat XXX XXX HNX. XXX XXX
Sub Bidang Keadaan XEX XK XXX KXX XXX
Mendesal = . -
X0 X% 300K . XXX XXX
Pembiayaan
Jumilah netto pembiayaan tahyun anggaran Eﬂxl_aga}ah sebagai berikut- l
T {Lebih)/
Anggaran Realizasi ang
Penerimaan Pembiayaan 00 XX XX XXX XX
Pengeluaran Pembiayaan — XXX XXX e & 3 —— .
X0 XX XXNXXR XXX
Penerimaan Pembiavaan terdiri
dari:
L. SILPA tahun anggaran
sebelumnya XXX IOHX HHX KK NNx
2. Pencairan Dana Cadangan XMX . XNx o e 4 1 HMx
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa
vang dipisahkan — EXOCRMK XXX XNX —_— EXX
. XX RO XK XXX
Pengeluaran Pembiayaan terdiri
dari:
ana
gl v S
2. Penyertaan Modal Desa —FEX RRX R Ja0e —
IO KKK EXX. XXX X
Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,




18.

19.

Tanah

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Kendaraan

Gedung dan Bangunan
Jalan

Jembatan
Irigasi/Embung/Air
Sungai/Drainase

Jaringan /Instalasi

Aset Tetap lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan

Penamba

20x0 20x1 nan/
{Pengura

ngan)
KR . XXX XX XXX XXX
00X b e A XXX
X0 XXX FOOR LXK XXX
MM . FXX XX X XXX
OO XXX XXX XXX XXX
KRN .EXX XX . XXX XXX
MY XXX XX XXX XXX
KR XX RN XXX XXX
XM KXX OO O XXX
XX XX OO O XXX
X0 XX RN N XXX

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat

dilihat pada lampiran ....

Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah

sebagai berikut,

BUMDes XXX
BUMDes YYY

dst

Penamba
han
20x0 20x1 (Peng ér a
ngan|
MM KX XL KKX XXX
XXX XXX XX KX XXX
2000300 200X XXX XXX
XRK. XXX X XNX KX




T.2.c. Format Rincian Aset Tetap Desa

Pemetintsh Desa ABC

Kecamatan KLM, Kabupaten 72
Rincian As#t Totap Desa per H Desember 2ee

Soolch _

No. Kias AsetdunNamatenttas psmTersp  BukiKegemilan 0 o

Jenis _Nomer_Tanggal
I Tansh
1 Tanah Persil &, Luas 2200 m! HGE 230104 2.Jufi 204

¢ Twahlapangan X Luss0OOmd .

3
I Peralatan, Mesin, dan Alst Berat

| Komputer, PC

2

3
B Kendwazn

1 Motor, merk, GQQ, 10000, Mo Polist 05 BFXB 123120 4 Des 20

2 .

3
W Gedung dan Bangunan
1 Bangunan Kantor, Luag 200 m' IME 432 2 Juli 20M

¥ IngasiEmbungthir SungaitDrainase
| Embung XY2, Lokasidi____
g

e

W Jaiigandstaen
| Jatingan Listrik Desa, Lokasidi.__
]

K
B Aset Tetap lainnga

| Sapi 3 ekor

2

3
X Konstruksi dalam Pengatjaan

I Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi

i

3

Konstnaksi2t 85,000,000

_E'f'“ﬁm_rﬁ?«m 'ﬁ“ Ketecangan
2 50000000 Bk
e
2 500000 Bak
2 000 Bak
20 15000000 Bk
i) 50000000 Baik
20 10000 Bal
AW 0000 Bak
MO0 Bk
20 30,000,000

Total Nai Aset Tetap per 31 Desember 20

']tiﬁdnngmﬂaiﬂﬁa&ﬁ‘gm[ﬁﬂidmﬂs&ﬂuﬂ?&]




T Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhit Tahun LAMPIRANT

FERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN....
TENTANG
LAPORAN PERT ANGGUNGJAWABAN
REALIGASI APB DESA
LAPORAN REALISASIKEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) 1 01 JANUAR! - 31 DESEMBER"
TEHUN ANGGARAN
DESA L 2
KECAMATAL: .
KABUPATEM ;. —.—
PROVINSI
KOOE URAIAN | NAMA QUTPUT SUMEER DANA
REKENING QUTPUT RENCANA REALISAS Dana | Alokasi | Lain- | Bentuk
Desa | Dana | Lain | Lain
Volu| Satu| Anggar |Volume | Satus | Anggaran| Capaian| (Fp) | Desa | (Fp)
mel anl 3n n { (Rl | (%] (Fe)
| 2 3 $1 5] 8 7 $ 3 1 i 2 13 "
albje
Jumiah|
— -...-....a:s-:u.
ttd
Kotoranqan: [........_..... ------ ]
' Pilhaalohraty
CoraPonpuian Kelan:
Kalam 1 ¢ i dengen Kade Rekening Bidany, Sub Bidang don Koquatan:
. Utk Kade rokaning Bidang;
b Knde Prokoning Sub Bidang; dan
& Kado Robaning Kogintan
Kelom2  : dirinamenklatur jonir ke giatansebaquimana torgantum dalam &PB Dora yangtoloh dilohs anslon.
Kalom} 1 dnrinama aviput dari ke giatan
Kalamd + diwivalime ke giatan rang direscanaim,
Kalom5 t dwiratvanvabime:

* emb gt andbanqunantbanang atou yenqrefonie - unit
“ pbandirigand framnare dtav rangreienie- M
“Laqiatannan firdk * pakst

il

Kalgmb o et gangumlah dana yong Sangqarkan.

Kolam7 i velume ke giatan yangtorealivan,

Folam i dirirtussvalume,

Falam4 i daniveshrwn sngqaren yang digunakan.
Kolom®h ¢ il dongan progeas praventare copains.
Kolom®l 1 il dongan jumbob pongqunan DanaDora{DD),

Kalom®t ¢ dwn denqonjumbab ponaqanean Rk Dana Dosa (DD,
Kolom®s 1 dii donqos jumbah pongpunaan anqpiran davisumbar danasolain DD don 80D,
Kelem¥™  :  duni denqunrumbangandrusdars mayorakot dondotaupihokloin yanqtidek borbontukwing,

= A
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™

Pelaksanaan Penjabaran Perubah
dalam Peraturan ini ditunangk

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang

Pasal 3

aksana kegiatan anggaran.
Pasal 4

dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Kepala Desa ini dengan

penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Diundangkan di | .
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desaj,
tanda tangan
NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN

Ditetapkan di ....................
pada tanggal .....................

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan
NAMA

v NOMOR ...

an APB Desa yang ditetaplkan
an lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA} yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pel



G 2 Foamat Penjabaian Perubahan Anggatan Perdapst dan Belanja Desa

LAMPIRGMN
PERATURAN DESA
NOMOR._. TAHUN
TENTANG

mmmmmmmmusﬂ

PEMERINTAHDESA ___
TAHUN ANGGARAN.
SEMUCA FERIEE
KODE REKENING P mx | ANGEARAN | URMIAN | KELUABANDUTEUT |  ancoARay | BERTAMBAH! SUMBER DANA
. VOLUME | SATUAN 1P VOLUME | SATUAN | (Rp) BERKURANG)

Carn pengisian:

Kaobom 1: ditsl dengan kode rakening betdasarosn Masifkag bidang keglatan

Kalom 2 : disi dergan kode rekening berdssad an kaslkasi skonomi

Kolom 3: disi dengan selunuh uraisn, behuarandoutpur, dan anggaran sebelum perubatkan
Kolom 4 - disi derngan sehuuh ursisn, kehisrsnd outpu setalah perdbahan

KalsmS disi dengan beraran jumlah anggsrsn usng besbah

Kolem G disi dergan sumbar dans

?-'a?]




{
H. Format DPA
H.l. Format Rencana Keglatan dan
Anggaran
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
DESA
KABUPATEN
PROVINSI
ANGGARAN RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)
KODE REKENING URAIAN Jumla B De SR
h (Rp mbe | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei [ Jun | Jul [ Agt | Sep | Okt | Nop | H (Rp)
r
1 ] 3 49 3 5] T
al|b C a b | c
1 Penvelenggaraan
Pemerintahan
Desa
1 Penyelenggaraan
Belanja
Penghasilan

Tetap, Tunjangan
dan Operasional
Pemerintahan
Desa

01

Penyediaan
Penghasilan
Tetap dan

Tunjangan
Kepala Desa




01

Belanja Pegawai

01

Penghasilan
Tetap &
Tunjangan
Kepala Desa

01

<Rincian Obyvek
Belanja>

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan
Kearzipan

01

Pelayanan
administrasi
umum dan
kependudukan
(Surat
Pengantar/Pelaya
nan KTP, Kartu
Keluarga, dll)

01

Belanja Barang
dan Jasa

01

b

Belanja Jasa
Honomrium

<Rincian O bvek
Belanja>

Pelaksanaan
Pemmbangunan
Desa

Pendidilkan




05

Pembangunan/R
ehabilitasi/Penin
gkatan Sarana
Prasammna
Perpustakaan /Ta
man Bacaan
Desa/Sanggar
Belajar

03

Belanja Modal

035

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan

05

<Rincian O byek
Belanja=>

Penanggulangan
Bencana,
Keadaan Darurat
dan Mendesal

Penanggulangan
Bencana

0o

Penanggulangan
Bencano

oo

Belanja Tak
Terduga

oo

00

Belanja Tak
Terdupa

oo

00

oo

Belanja Tak
Terduga

dst




Kaur/Kasi............

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

Disetujui
l: i i ' i ] oleh:

Kepala

Desa,

)
Cara pengisian:
Kolom 1,23,4dan3  diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing
' Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran

Kolom 6 ~ diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan

Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan
dalam setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan
rincian objek belanja
Kolom 7 ~ diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-
" masing kegiatan
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H. Format DPA

H.3. Format Rencana Anggaran
Biaya (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BESRA: s oo nipmonns KECAMATAN......ccoovnnsiniinen
TAHUN ANGGARAN...........cooovineriinnins
Sub Bidang LA =
Kegiatan a3 e RS
Waktu Pelaksanaan :.......o.commsn
Rincian Pendanaan
NO. URAIAN VOLUME | HARGA SATUAN JUMLAH
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH
(Rp.)
stz

Disetujui
Kepala Desa TR S e
T R (I S T )

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai
dengan APB Desa

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening
sesual APB Desa

3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening
sesuai APB Desa

4, kolom 1 : diisi dengan
nomor urut
5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam
kegiatan.
kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk
membayar
orang/barang
8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan
kolom 4

3o




J. Format Rencana Angenran Kas Desa

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

Contoh

RENCANA ANGGARAN KAS DESA

KODE REKENING

URALAN

ANGOARA
N (Rp)

PENERIMAAN/ PENGELUARAN

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt

J .
l|WS*E:!IIﬂ'ﬂl:\‘tHﬂiﬂuﬂlﬂ‘\!!

(Rg)

|

L

5

alblce

PENDAPATAN

FADesa

Ha=l usaha

. | <Cbvek Pendapatan»

Transfer

Dana Desa

Fendapatan fan-lean

FAFSFRTR N N N e

Lo 0 b e | e | s
[

Penernumaan dar Hassl
Kerjasama Desa dengan Pihak
Ketiga

..|«Obyek Pendapatan>

dst

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan
Desn

Penvelenggarans B-eim,i_n
FPenghasilan Tetagp, Tunjangan
don Operasional Pemerintahan
Deasa

Penyediann Penghasilan Tetap

dan Tunjangan Kepala Desa




8|8




03

o1

iin

01

Pencatatan Sipal, Statistik m
Kenrsuparn

Pelayannn adounistras: wniun

dan kepsndudoioun {Sunnt
Peagantar/ Pelagranes KTP,
Fartu Keluarga, dll)

01

hl-mmn Barang dms Jaze

ol

Eminnja Jasa Honorssum

«Fancinn Obyeik Belanjn-

aicsasann Porbangunan

Desa

Pepdidibnn

L] L

i

Pembangunan | Rebabilitaz:) Pa
ningkatan Sarana Prasarans
Perpustaicaan Taman Bacmwan

a
Qe

Y

“;ﬁ

Balnmya Medal Gedung dan

@

HII— Ni”

. | = Rancian Be
ﬁ Benchnm,

Keadnan Darurnt dan

Menpdesak
Bancans

EBencana

g Tk Te

N s

8|8i8]8
l.lllﬂl.l'ln

B ) B s

B-nhm!l Tak Te

88

Belanyja Tak Terduga

dst

TUMLAH BELAMNJA

FIDEFISIT)

PEMBIAYAAN

o




1 SiLFA Tahun Ssbelumnva
1 {SiLPA Tahun Sebelumnya
Pengeluaran Pembiayaan |
1 Pembentukan Dana
{Cadangan
Pambantukan Dana
Cadangan

[{F

SELISIH PEMBIAYAAN

Jumlah Total Penerimaan
Sehsh Penerimann dan

[ Ll 1= [
B [ fes s

[+
ha
b
—

;aur Keuangan,

Diverifikas! oleh:
Sekretaris Dess,

| TR T R L AL | Digetujut oleh:
Kepale Desa,

Cara pangisian;
Kelom 1, 2,3, - ditsi sesual dengan Penjabaran APB Desa
Kolom 5 - dusi dengan:

- Pendapatan dis: sesum rencans wakiu penenmann pendapatan bask yang berasal dan mformas: resmi manpun estunas: wakty ngil

- Belanja dus: sesun rencana pengsiuaran berdasarkan DPA yang dinjulean oleh Kaur/Kas: Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana penggluaran

pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional apararur Desa

i =+ Pembusyaan diis: sesun: rencana penenmann dan pengeluaran pembiayaan
Keolom 6 ¢ diis jumlah penenmann dan pengelusran masing-masing item

=




K. Format Buku Pembantu

Kegiatan
K.1. Buku Kas Pembanin
Kegiatan
BUKLU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA. . o KECAMATAN. ... cooovisadinmanns
No. | Tang | Nomo Uraian Penerima | Pengeluaran (Rp] | Pengembalian | Saldo
gal r an dari ke Kas Desa Kas
Bukti Kas Desa (Bp) (Ep.)
Ep) Belanja | EBelanja
Barang Madal
dan
Jasa
1 2 3 4 5 ] T 8 ]
Pindahan
Jumlah dari
halaman
sehelumnya
Jumlah
Total Total Pengeluaran
Penerimaan
Total Pengeluaran + Saldo Kas

R

Cara pengisian:

Eolom 1
Kolom 2

Eolom 3
Kolom 4

Kolom 5
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10

Kolom 11

. diisi dengan nomer

urt.

: diisi dengan tanggal transaksi.

» diisi dengan nomor bulkti

transaksi,

: dlis! dengan uraian transaksi,

:D dlisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas
esa.

: diisi dengan jenis pengehiaran belanja barang dan

jasa

: diisi dengan jenis pengeluaran belania

modal.

¢ diisi dengan jumlah rupiah vang dikembalikan ke
Kas Desa.

: diisi dengan jumlah saldo kas dalam

rupiah,




K. Format Buku Pembantu

Kegiatan
K.2. Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya

Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

DESA.ccimiiaimags KECAMATAN. .....ccconvicniannan

Namna Kegiabamh: ... ..coiomiannsrissmssnsniosiaisins

No. | Tangg | Nomor Uraian Fenerimaan Nomor | Saldo Kas
al Bukti Uang (Rp) | Barang/ g?:f:; (Rp-}
Tenaga
(Volume) ke Kas
Desa
1 2 3 4 3 6 7 8
Pindahan
Jumlah dari
halaman
schelhimnya
Jumlah
Total
Penerimaan
Kaur fKasi
it i \
Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 + diisi dengan tanggal transaksi.
: diigi dengan nomor bulkti
Kolom 3 transaksi.
: diisi nama /sumber pemberi bantuan dan jenis
Kolom 4 bantuan.
: diisi dengan jumlah uang yang
Kolom 3 berikan.
: diisi dengan volume jenis
Kolom 6 barang/tenaga.
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

: diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan

Kolom 8 ke Kas Desa.




L Format Lapossn Petiembangsn Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPDRAN PERKEMBANG AN PELAKSANAAN KEGATAN DAN ANGGARAN

2T T S — "
DESA —
KECAMATAN ——
KABLPATEN -
FROWVINGI
- =l Dan [Alokasi| Lain- | Bertu
KODE RN Rencana Flwslrasi =l smpal Saaking x| Baras ] bain | kbui
Violume | Satu Volume  |Sawsar] Anggara | Capais | Dess| De=s | (Fp)
mkgf“- nlRsl | nix) | (Rel| 1Rel
i 3 3 ] 5 [ 7 8 ] ] n| = | w
alblelalbleld
Jarrilsh
Kwlas
wd
| PR, |
CaraPengisian
Eolom TdanZ - diéndengan Kode
Kashoen 3 ¢ disl dengan Hidang. Sub Bidang dan Jenis Kegiatan febadaimans pang tero anhem dalsm pandabacan AFE Deza
Koo 4 ¢ s wolume kegiat an ang deencanaksn
Kolom S : dmes satusn volame:
- pembatandbangun aniboanarg stau yang epents = unit
- |slanirigen] dianase atou varg seenis= M
= kegistan ron sl - palost
Kolom & ¢ cliigi pumish sngoarsn uang direncanakan
Kolom 7 :  diisi wolume kegiatan yang terealisssi s smpat dengan sast ini
Kolom & o diisi satuary wolame pang teresksan samea dergan saat ind
Koo 3 o dst dergan enbeh dana yerg digunaken
Kolom 10 s disl dengen prosertase capaian kegiatan dan anggaran sang digunakan
Folom 11 :  oisl dengan pergguenaan danadad Dana Desa (D0
Kalom 12 . dig dangan penggunasn dana dan SlokasiDana Desa (ADD)
Kolom 13 :  diigl derugan penggunaan dana dai sumber lain selsn D0 dan ADD
Folom W - disidengan penggunaanbantuan gang idak berupa vang



M.1. Format Surat Permintaan Pembayaran
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN | SPP)

TAHUN ANGGARAN |, .ooooveeeins
Bidang
Sub Bidang
Kegiatan
Waldu Pelaksanaan i e R T B A
No URAIAN PAGU PENCAIRA | PERMINTAA | JUMLAH SISA
ANGGARA | NS.D.YG N SAMPAI DANA
N LALU SEEARANG | SAAT INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 o ] T
JUMLAH
20...
Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa, Kaur/
sl s
iy |
Disctujui untuk Telah dibayar lunas
dibavarkan
Kepala Desa, Kaur Keuangan,
| Rl e |

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuail AFB Desa.
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
EKegiatan diisi dengan nomenklatur kode relkening sesuai APB Desa.

Kolom 1 : dengan nomor urud,

Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesual rencana

Kolem 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana

2.
3.
4,
=, kegiatan,
[ kegiatan.
P
8.
9.
10,

Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran vang telah dibayar sebelumnya.
Kolom 5 : diisl dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

Kolom 6 : diisl dengan jumlah permintasn dana sampai saat ini,
Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.




M.2. Format Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWARB BELANJA
TAHUN ANGGARAN ......coocnnnns

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan
NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH
(Rp.)
1 2 3 3
JUMLAH (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atan belanja terschbut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesual peraturan perundang-
undangan.

Demikian sural pemyataan ini dibuat dengan sebenamya.

Kﬂl]eraBl

Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening
sesuai APB Desa.
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode

2 rekening sesnai APB Desa.
Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode relkening
3. sesnai APB Desa.
Kolom 1 ; diisi
dengan nomor
4. urut.
3. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada
di bukti belanja.
Kolom 3 : diisi dengan
. uraian keperluan belanja.
kolom 4 : diisi dengan
7 jumlah belanja.
baris jumlah diisi jumlah
8. keseluruhan,



~

M. Format Laporar: Aldvic FPealisas Pelsksanasasn Kegatsn dan Anggaran
LAPORAN AKHIR BEALISASIPELAKSANASN KEGIAT AN DAN ANGGARAN

Bl " e cimiasiicesinsmineniiiverbiimm | AN £ oo i
DESA A TP
KECAMATAN FLCR b e
HKABLUPATEN o =Ly ¥
PROVINS]
— _RODE UFAIARN OUTPUT SUMBERDANA |
FEKENING B i Danas a5 | Lain- | Benbuk |
i riaipe. Desa Dana Lair Lain
Volume | Satuan AnglEn;Irm Vohnne A ﬁ.nf?m Capaian| Fpl M{Fbl iPpl
3 3 3 5 6 7 8 5] 1 iz =]
alblelalblold
Jurrdak
IWI;.H‘H-C-:I
e
B it s -

Cars pargisian:
KolomldanZ | disi dengan Kode Rekening
Kolam 3 ¢ disl dergan Bidsng, Sub Bidang dan Jeris Kegistan sebagaimans yang tere sntum dslam penjabaran APB Desa
Kabsm 4 ¢ diisl voheme kegistan vang direncanskan
Kolom S : diisi satuan valume:

= jenbatantbangunantbarang atsu yang sejenis = unit

= |alanfiigasil drainase atau vang sejenis= M

=  kegleten non fisi - pakoet
Kolom B : diigi jprrlab anggersn yang drencanakan
Kabom T : diist volume kegiatan vang terealisasi
FKalom 8 i sl sstuan wolurme pang terealisasi
Kaoblam 3 ¢ ditsi dengan jumlah danes vang digunaloan
Kalom 10 ¢ diisi dengan prosentase capalan kegistsn dan angganan yang digun sk an
Kalam 11 : diisi dengan penggunasn dene dati Darne Dess
Kolam 12 :  disi dengan penggunaan dana dan lokazi Dana Desa
Kolom T3 ¢ disi dengan penggunaan dana darl sumbser lain selain Dana Deza dan Alokassi DanaDesa
Kobam 14 :  disi dengan penggunasn bantuan vang tidak benapa uang

0.1, Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan



7. Format Buloy Pambants Eas Umum
3.1, Bulos Pesnbanty Bank

BUKL FEMEANTU BANK
TARUX ANGGAFAN

BULAN
BANK CABANG
NO. BEEENING
Te. TANGGAL | URAIAN | BUKTI PEMABURAN [Fpl FENGELUARAN (Fr) SALDO
TRANSAKS] |TRANSAXS!| TRANSAK [SETORAN [ BUNGA |PENARNAN| PAJAK | BIAYA iwz)
81 BANK ADM
1 2 3 3 5 g 7 B F] 10
TOTAL TRANSARS] BULAN DN
TOTAL TRANSANS] KUMULATIF
- - £
—ArA PENSITIAL

Kolom 1 : diizi dengen asmer it pemassionn den pengelnaran Banke
Kolom 3 - ditel dengan tangzal transalos Banle

Folem 3 : diisi dengan uraisn transales! pemamukan dan pangslusmn.
Kolom 4 : ditwi dengan buls: oanealesi

Kalom 5 : diisi dengaes pamasulas jumlah setoran.

Eolom 6 : diizi dengan pemasukan jumlah busga banle.

Kalom 7 dizei dessgan pengelusean jumlah penarikan.

Folom 8 : divss dengan pangaluaran pumlal pagale.

¥olom & : diisi denygan pengeluaren biapa adminisorasi

folom 10 : ditmy denjgam caldo Bemic.



Q. Format Buku Pembantu Kas Umum
Q.2. Buku Has Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

TIESA ..ooovevissnnsesenees. KECAMATAN b il
TAHUN ANGGARAN ...
No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN | PENYETORAN SALDO
Bp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

JUMLAH

............

Kaur Kenangan
[ e T e R R
Cara pengisian :
Kolom 1 ¢ diisi dengan nomer urut penerimaan [dari pemotongan pajak) atau
pengeluaran (dari penyetoran pajak).

Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.

¢ diisi dengan jumlah rmupiah penerimaan
Kolom 4 kas.

: diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran
Kolom 5 kas.
Kolom 6 : diisi dengan salde buku kas bendahara.




Q.

Format Pembantu Buku Kas Umum
Q.3 Buku Pembantu Panjar

BUKLU PEMBANTU PANJAR

No. | Tangga | Nomor Uralan Penerima | Pemberia Pertangsung-jawaban Sal
1 Bukti n (Rp) Panjar (Rp} do
Rp
)
| 2 3 4 5 & 7’ B
Kaur Keuangan
Cara pengisian:
Kolom
1 : diisi dengan nomeor urut.
Kolom
2 : diisi dengan tanggal transalsi,
Kolom : diisi dengan nomor bukti
3 transaksi.
Kolom
4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
Eolom
5 : diisi dengan jumlah nang yang berikan.
Kolom
6 ¢ diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
Kolom
T » ditsi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
;{nlnm D diisi dengan jumliah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas
esa.
SR




\ \
R. Format Huitansi
Kantor Desa i <,..Nama Desa...»
Kabupaten/ Kota , <...Kabupaten/Kota...»

Tanda Eu}cl:iﬁ_ngeluaran_u ang

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <., .Nama Desa...>
Uang sebesar r Rp <. Jumlah dalam anska...»
[...Jumlah dalam huruf.. .
[...Jumlah dalam huruf lanjutan.. )
Sebagai pembavaran ;. <....Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanjaj... ..»
 Fer Sebutkan Tujuan Pembavaran Lanjutan (Kegiatan/Belanjaj.....»

<,...Sebutkan Tujuan Pembavaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)....>

Catatan Keuangan <...Desa.. >, <,..tgl, bin, th., >
Yang Memberi, Yang Menerima.
<. Nama <...Nama
Pemberi..= Penerima...>




